BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan satu perubahan sosial budaya dan suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustaining process), yang sangat tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan pada umumnya merupakan suatu proses peningkatan pendapatan tiap-tiap penduduk yang terus menerus, begitupun pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh negara kita.

Pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk keperluan tersebut diperlukan investasi dana dalam jumlah yang besar, dimana pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri yang mencerminkan kegotong royongan nasional dalam upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada negara lain, sehingga bantuan dari negara lain hanya merupakan pelengkap yang semakin lama semakin kecil peranannya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa dukungan investasi tidak akan berjalan lancar, dimana pembiayaan pembangunan diperoleh dari penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN diperoleh dari perencanaan negara melalui sektor minyak dan gas serta penerimaan sektor di luar minyak dan gas termasuk melalui pembaharuan sistem perpajakan.

Penerimaan devisa dari sektor migas, yaitu minyak bumi dan gas selama ini merupakan penyumbang terbesar dalam APBN. Akan tetapi, ekspor migas tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar dunia internasional. Disamping itu, persediaan migas di dalam kandungan bumi Indonesia sangat terbatas. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses neraca pembangunan dan penerimaan negara.

Oleh karena itu diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan negara dan usaha yang sanggup untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa atas ekspor dan penerimaan dari sektor pajak. Peran pajak dalam APBN semakin besar sejak tahun fiskal 1992-1993, perannya sudah mencapai di atas 50% dari total penerimaan dalam negeri.

Pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayarnya. Sejak tahun fiskal 1992-1993, pajak sudah menjadi primadona penerimaan negara dalam APBN. Akan tetapi sejak kuartal kedua pada tahun 1997, pajak memasuki masa sulit, karena tahun1997 bisa dikatakan sebagai tahun yang kelam bagi perekonomian nasional. Rupiah terdepresiasi pada angka terendah, perusahaan banyak yang terpuruk dan pemutusan hubungan kerja semakin merebak.

Selain adanya krisis ekonomi, jumlah penerimaan negara dari sektor pajak semakin menurun karena disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak Perorangan atau Badan Pengusaha Kena Pajak sering menghindari pajak (Tax Avoid), meminimalisasi jumlah laba yang sesungguhnya dalam Laporan Keuangan demi tujuan pajak supaya tidak maksimal dalam membayar pajak. Banyaknya msyarakat Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum sadar dan ataupun dengan sengaja menghindari pajak, itu merupakan salah satu penyebab jumlah penerimaan negara berkurang khusunya dari sektor pajak.yang dapat merugikan pemerintah dan berdampak pada pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Segala cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak atau pengusaha kena pajak untuk membayar pajak mulai dari adanya penyuluhan-penyuluhan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun seminar-seminar serta brevet yang dilaksanakan oleh instansi tertentu. Semua hal itu dilaksanakan supaya tidak ada lagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menunggak pajak, akan tetapi pada kenyataannya sekarang masih banyak wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menunggak pajaknya sampai trilyunan rupiah.

Sistem pajak kita menganut sistem Self Assesment, dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kapada wajib pajak dan pengusaha kena pajak untuk menghitung, mencatat dan membayar sendiri pajaknya, hal ini menyebabkan banyak wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang tidak menyetor dan membayar pajaknya yang pada akhirnya menunggak.

Dalam hal memasyarakatkan pajak kepada khalayak umum, seperti penyuluhan-penyuluhan dan seminar tidak terlepas dari peran serta Kantor Pelayanan Pajak, karena Kantor Pelayanan Pajak merupakan satu basis tempat pelayanan pajak, mulai dari pelayanan kepada masyarakat sampai hal penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai fungsi mulai dari pemeriksaan sampai dengan penagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam hal penagihan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara tentu menyimpan laporan tentang pajak, khususnya dalam hal penerimaan pajak, baik itu berupa penerimaan langsung maupun penerimaan tidak langsung, sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara dijadikan sebagai tempat penelitian.

Dalam hal penagihan pajak tersebut, pemerintah tidak ingin dirugikan oleh wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung oleh semangat reformasi, maka keluar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran diantaranya menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum serta melaksanakan hukum secara konsisten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, para fiskus telah dilengkapi dengan perlindungan hukum yang kuat untuk dijadikan senjata dalam penagihan pajak dan dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan pajak serta meminimalisasikan sejumlah wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menunggak sehingga pembangunan dapat berlangsung terus menerus tanpa hambatan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya banyak wajib pajak yang selalu menghindari pajak (Tax Avoid) yang berdampak pada pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk menanggulangi semua permasalahan tersebut pemerintah melalui manufer dan berbagai terobosan dengan mencoba merubah kebijaksanaan sistem perpajakan yang baru dengan mengeluarkan undang-undang perpajakan yang ditujukan untuk menanggulangi para wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yaitu dengan dirubahnya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara (Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No 19 Tahun 2000)”
1.2 Identifikasi Masalah

Pada dasarnya penelitian ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara.

Penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian meliputi :

1. Bagaimana keadaan pajak terutang sebelum dilakukan  penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak terutang setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak menggunakan surat paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang relevan sesuai dengan judul, kemudian diproses dan diolah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah pajak terutang sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak terutang pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak menggunakan surat paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.
1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak dan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara sekaligus sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mendapatkan pengalaman serta menambah wawasan tentang prosedur perpajakan dan pengaruh surat paksa dalam penerimaan pajak dan pengaruh lainnya yang disebabkan oleh penagihan pajak dengan surat paksa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dalam suatu penelitian diperlukan kerangka pemikiran yang berisi teori dan dasar hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan menghasilkan hipotesis penelitian yang akan diuji dalam rangkaian pembahasan masalah.

Untuk memahami masalah tentang ada tidaknya perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak setelah diterbitkannya surat paksa, terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, penagihan pajak dan pengertian-pengertian lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak menggunakan surat paksa.

1. Pengertian Pajak

Menurut Indra Ismawan dalam buku Memahami Reformasi Perpajakan 2000 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2000 : 4)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa pajak merupakan pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan umum negara atau daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang imbalannya dari negara atau daerah bersifat umum dan menyeluruh, dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas untuk masing-masing pembayaran tersebut dan pemungutannya dapat dipaksakan.

2. Fungsi Pajak   
Fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan mengatakan bahwa : 

“Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguleren) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

(2002 : 1)

Kedua fungsi pajak tersebut harus berjalan secara seimbang dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha secara khusus dan perekonomian secara umum. Ketika mendapatkan banyak dana masyarakat melalui instrumen pajak, maka di sisi lain harus diimbangi dengan pengeluaran Negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
3. Penagihan Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. 

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 2 jenis :
a. Penagihan Pajak Wajar

Dalam penagihan pajak secara wajar, wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, atau lebih dikenal dengan sistem Self Assesment. Wajib pajak yang sadar dan patuh akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta Surat Setoran Pajak (SSP) kepada kantor pajak dengan tepat waktu. Kantor pajak tidak perlu mengeluarkan surat-surat teguran, karena wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Hal tersebut merupakan penagihan pajak secara wajar.    

b. Penagihan Pajak Tidak Wajar

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Ketiga surat ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak. Hal tersebut merupakan penagihan pajak tidak wajar.
3. Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 12 adalah sebagai berikut :
“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
b. Dasar penagihan

c. Besarnya utang pajak

d. Perintah untuk membayar
5. Penerimaan Pajak
Pajak erat kaitannya dengan peran serta atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tanpa adanya peran serta masyarakat yang membayar pajak, pencapaian target penerimaan pajak yang ada dalam APBN tidak akan tercapai.
 Berdasarkan instansi yang mengelolanya atau lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi dua, yaitu penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sedangkan untuk pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Pemerintah Daerah.
Pengertian Pajak Pusat dan Pajak Daerah menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2000 menyatakan bahwa:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayairumah tangga Negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

· Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
· Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
(2000 : 6)

Untuk lebih meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, pemerintah dan fiskus tidak terlepas dari peran Kantor Pelayanan Pajak yang berusaha mengejar target untuk memenuhi anggaran dalam APBN.

Selain dari peran serta Kantor Pelayanan Pajak, pada saat ini pemerintah juga gencar melakukan manufer dan berusaha keras mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena dengan penerimaan pajak pembangunan nasional yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah dapat terus berlangsung secara “continue”.
Seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak merupakan penerimaan yang terbesar dibandingkan dengan penerimaan non pajak. Ini terlihat pada tahun 2004 penerimaan negara dari sektor pajak sudah mencapai 73% dan penerimaan yang berasal dari non pajak mencapai 27%. Dengan ini terbukti bahwa pajak memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional supaya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, fiskus tidak bekerja sendiri dan masih memerlukan dukungan pihak lain yang dianggap perlu untuk membantu kesuksesan dan kelancaran penagihan pajak. Pihak-pihak yang terkait dalam penagihan pajak dengan surat paksa diantaranya adalah Penanggung Pajak, Pejabat, Juru Sita Pajak. Pengertian pihak-pihak yang terkait dalam penagihan pajak tersebut, seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2000, mengatakan bahwa:

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah”.

(2000 : 45)
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Menteri Keuangan dan Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat atau daerah. Pejabat untuk penagihan pajak pusat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah adalah kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I (Propinsi), Tingkat II (Kabupaten) dan Tingkat II (Kota).
“Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan”.

(2000 : 46)
Yang menjadi Juru Sita pajak adalah karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Ditjen Pajak. Sebelum melaksanakan tugasnya, Juru Sita pajak harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Pejabat menurut agama dan kepercayaannya. 
“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

(2000 : 45) 
Dari pengertian tersebut, penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Sebelum melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, para fiskus sebelumnya memberitahukan tentang adanya surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, di tempat lain yang memungkinkan

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi ; atau

d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi”

(2001 : 28)   

Pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada hakim komisaris atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

d. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada si penerima kuasa dimaksud.
e. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pmerintah Darah setempat”.

(2001 : 29)
Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsurn atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2000, pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah sebagai berikut:

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak”.
(2000 : 46)
Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, diharapkan semua wajib pajak yang selalu menghindari pajak, akan membayar kewajibannya (utang pajak) sesuai dengan jatuh temponya, sehingga penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat terus meningkat.

Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis mengambil hipotesis bahwa: “Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara Mengalami Peningkatan Yang Signifikan Setelah Dilakukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis akan digambarkan dalam skema sebagai berikut:






Gambar 1.1  Skema Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memenuhi dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung. Dengan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2005.    
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Variabel X1 :


Pajak Terutang Sebelum Surat Paksa





Gambar 1.1  Skema Kerangka Pemikiran dan Hipotesis





Variabel Variabel X2 :


Pajak Terutang Setelah Surat Paksa








Penghindaran Pajak








Hipotesis :


Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dengan melihat perbedaan antara pajak terutang sebelum surat paksa dan setelah surat paksa








Judul :


Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara
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